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ABSTRAK 

Masalah anak terlantar dan kekerasan pada anak merupakan isu yang 

memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak terutama pemerintah daerah. 

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran 

strategis dalam upaya penanggulangan melalui berbagai program dan kebijakan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Dinas Sosial Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanggulangan Anak Terlantar dan 

Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Batu Bara. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara observasi dan 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas social pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak kabupaten batu bara telah menjalankan 

program untuk menanggulangi anak terlantar dan kekerasan pada anak seperti 

program rehabilitasi social pemberian bantuan social dan pendidikan serta 

kampanye kesadaran masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran 

peran dinas social pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sangat 

penting dalam upaya penanggulangan anak terlantar dan kekerasan pada anak. 

Anak yang rentan mendapatkan penelantaran dan juga kekerasan, adalah sosok 

yang sangat membutuhkan perlindungan secara khusus (children in need of 

special protection). Pentingnya anak-anak mendapatkan perlindungan dan 

perhatian terhadap anak selama ini, dikritik oleh Ambat agar perlindungan dan 

perhatian tidak saja dalam bentuk acara serimonial belaka. Kekerasan terhadap 

anak dijelskan oleh Hasanah paling banyak dilakukan oleh lingkungan keluarga 

sendiri, terutama anak yang masih dalam usia 3-6 tahun. Tidak tanggung-tanggung 

kekerasan terhadap anak dari lingkungan keluarga sendiri hingga mencapai 80 %, 

kemudian 10 % nya dilakukan di lingkungan pendidikan, sedangkan sisa yang 

lainnya yakni 10 % kekerasan anak-anak dari orang yang tak dikenal. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia menjelaskan definisi tentang anak, yakni manusia yang berumur 

di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Andi Resky Firadika 

(2013), menjelaskan anak memerlukan pembinaan serta perlindungan dalam 

menjamin pertumbuhan fisik, mental, sosialnya secara utuh, selaras dan 

seimbang. Anak adalah kelompok manusia yang rawan mendapatkan 

perlakukan yang salah.Bahkan terdapat anak yang hak mereka dirampas serat 

tidak diperlakukan secara manusia dan penelantaran adalah salah satu tindakan 

yang tidak manusiawi yang dilakukan terhadap anak. 

Seorang anak mempunyai hak sesuai dengan yang diatur dalam 

undangundang. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia ayat (1) dicantumkan, akan berhak mendapatkan perlindungan, 

baik dari orang tua, keluarga, masyarakat dan juga negara. Ayat (2) dijelaskan, 

hak anak yang mesti dilindungi itu merupakan hak asasi manusia diakui oleh 

hukum, bahkan sejak anak masih dalam kandungan (belum dilahirkan).Pasal 58 

ayat (1) dijelaskan kembali, anak berhak mendapatkan perlindungan hukum, 

baik ketika anak tersebut mendapatkan kekerasan fisik, mental, penelantaran, 

perlakuan buruk, pelecehan seksual. 

Anak yang rentan mendapatkan penelantaran dan juga kekerasan, adalah 

sosok yang sangat membutuhkan perlindungan secara khusus (children in need of 

 

 

1 



2 
 

 
 
 
 
 

special protection). Negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan 

perlindungan terhadap anak, baik perlindungan untuk tidak ditelantarkan, juga 

perlindungan dari terbebasnya menjadi objek kekerasan dalam bentuk apapun. 

Pentingnya anak-anak mendapatkan perlindungan dan perhatian terhadap anak 

selama ini, dikritik oleh Ambat agar perlindungan dan perhatian tidak saja 

dalam bentuk acara serimonial belaka.Lubis dan Saleh (2020), ada menuliskan 

di antara yang menjadi penyebab kekerasan adalah kemiskinan, disebutkannya 

“Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering kali membawa keluarga 

tersebut pada situasi kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan 

kekerasan”. 

Sebab itu dibutuhkan pembangunan masyarakat yang terfokus kepada 

manusia dan masyarakatnya, inilah yang dijelaskan oleh Saleh dan Sihite (2020), 

“Pembangunan masyarakat dalam arti luas juga dapat berarti proses 

pembangunan yang lebih memberikan fokus perhatian pada aspek/manusia dan 

 

masyarakatnya”. Terdapat dua masalah utama yang menjadi pekerjaan berat 

baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait dengan anak, 

yakni yang pertama dalam upaya melindungi anak dari penelantaran anak dan 

yang kedua tindakan kekerasan terhadap anak.Tanggung jawab pengentasan dua 

masalah ini jugalah menjadi kewajiban dari Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara. Di Kabupaten Batu 

Bara sendiri terdapat Peraturan Bupati,yakni Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 

25 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas 

Sosial,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara. 
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Aturan merinci tugas yang menjadi tanggung jawab dari Kepala Dinas, 

Sekretariat, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Bidang Rehabilitasi, 

Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan masih banyak bidang-bidang lainnya, 

termasuk dalam hal ini Bidang Perlindungan Anak yang tercantum dalam Pasal 

11 Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 25 Tahun 2023. Data dari Dinas Sosial 

Kabupaten Batu Bara dicantumkan kondisi masalah terkait anak, khususnya 

anak terlantar dan anak korban tindak kekerasan terdapat jumlah yang 

ditampilkan sebagai berikut : 

 

Tabel 1. 1 kasus anak terlantar dan kekerasan anak di Kabupaten Batu Bara 

 

No Tahun kasus Anak terlantar Kekerasan anak 

1 2022 - 3 

2 2023 3 34 

3 2024 2 25 
 

 

 
Sumber : Hasil olahan data (2024) 

 
Program pelayanan sosial terhadap anak terlantar di Dinas Sosial terdiri 

dari beberapa bentuk pelayanan, mulai dari pelayanan kelembagaan, pelayanan 

masyarakat.Pelayanan kelembagaan terdapat 3 (tiga) bentuk, pelayanan yang 

dilakukan berdasarkan visi dan misi lembaga, baik berupa organisasi sosial dan 

lembaga sosial masyarakat dan juga dalam bentuk yayasan. Jenis pelayanan 

yang sumber pendanaannya diperuntukkan bagi anak-anak 

terlantar.Kemudian pelayanan dari pihak berkepentingan, dengan cara 

mengembangkan jaringan kemitraan dengan lembaga-lembaga sosial lainnya, 
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yang diharapkan dapat menjangkau lebih luas anak-anak untuk dapat diberikan 

pelayanan. Pelayanan terhadap anak terlantar yang dapat dilakukan oleh 

pelayanan sosial dari masyarakat dalam beberapa bentuk.Pertama kelompok 

swadaya masyarakat, dan pengembangan komunitas lokal. 

Terdapat beberapa peran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanggulangan anak 

terlantar dan kekerasan pada anak di Kabupaten Batu Bara. Website resmi Dinas 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara 

yang dirilis pada tanggal 18 Januari 2024, dijelaskan adanya penandatanganan 

Memorendum of Understanding (MoU) dan koordinasi secara langsung dengan 

pihak Polres Batu Bara pada tanggal 16 Januari 2024. Satu hari sebelumnya 

turut dilaksanakan sosialisasi tentang pemenuhan hak anak serta perlindungan 

khusus dan pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan di SMA 

Negeri 1 Sei Suka. 

02 Agustus 2023 yang lalu, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara mendapatkan penilaian sebagai 

“Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2023”. Kegiatan yang dilaksanakan secara 

langsung melalui zoom meeting oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yakni I Gusti Ayu Bintang 

Darmawati, turut serta meeting online Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara, kemudian dihadiri 

juga oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak, camat se-Kabupaten Batu Bara, 
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dan undangan yang dilaksanakan di Aula Rumah Dinas Bupati, Komplek 

Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara. 

Di antara yang dialami anak-anak terlantar adalah dari segi tidak 

mendapatkan kesempatan dalam mengenyam pendidikan, begitu juga dari segi 

mendapatkan jaminan kesehatan.Anak terlantar cenderung hidup di daerah 

kumuh atau kotor, sehingga apabila ini terjadi tampak pemerintah lalai dalam 

menjalankan tugasnya. Ini juga yang harus menjadi perhatian serius oleh Dinas 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu 

Bara, agar tidak terjadinya kasus anak-anak terlantar, dan juga kekerasan 

terhadap anak di Kabupaten Batu Bara. 

Penelitian ini ingin mengetahui lebih lengkap dan mendalam, terkait peran 

yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara, dalam masalah penanggulangan anak 

terlantar dan kekerasan terhadap anak, juga menganalisis koordinasi yang 

dilakukan, baik antar dinas yang ada di Kabupaten Batu Bara, juga koordinasi 

dengan masyarakat yang mengetahui atau mengalami secara langsung masalah 

anak-anak terlantar dan kekerasan terhadap anak. Tujuan lainnya penelitian ini 

adalah untuk mengetahui kendala dan solusi dari penanggulangan anak terlantar 

dan kekerasan terhadap anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

dengan mengagkat judul “Peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 
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Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Anak Terlantar dan Kekerasan Pada 

Anak di Kabupaten Batu Bara”. 

1.2. Rumusan Masalah 

 
Adapun rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Dinas 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanggulangan 

anak terlantar dan kekerasan pada anak di Kabupaten Batu Bara? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetauhi peran Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanggulangan anak 

terlantar dan kekerasan pada anak di Kabupaten Batu Bara. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian terdiri dari 2 (dua) kategori, pertama manfaat secara 

teoritis, dan kedua manfaat secara praktis, di bawah ini diuraikan satu persatu. 

1. Manfaat Teoritis 

 

a. Turut bersumbangsih dalammemberikanpenguraian danpenganalisaan 

terhadap Peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak dalam penanggulangan anak terlantar dan kekerasan 

pada anak di Kabupaten Batu Bara. 

 

b. Memberi kritik terhadap Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara dalam penyelesaian masalah 

anak terlantar dan kekerasan pada anak di Kabupaten Batu Bara. 
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c. Memberi pengetahuan terhadap masyarakat Kabupaten Batu Bara 

tentang pentingnya untuk peduli terhadap anak dan menghindari 

perbuatan penelantaran dan melakukan kekerasan terhadap anak. 

d. Memperkaya khazanahpengetahuan terkait dengan masalah 

penanggulan anak terlantar dan kekerasan pada anak, khususnya yang 

dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara. 

2. Manfaat Praktis 

 

a. Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi di jenjang 

pendidikan strata 1 pada Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah sumatera 

Utara Medan 

 

b. Bagian dari bentuk karya nyata dalam membuat karya ilmiah dalam 

bentuk skripsi yang dapat dipertanggungjawabkan dan diharapkan 

mempunyai kemanfaatan, khususnya terhadap Peran Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam 

penanggulangan anak terlantar dan kekerasan pada anak di Kabupaten 

Batu Bara. 

 

c. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti setelahnya. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

 
Mendapatkan pemahaman terhadap bahasan yang ada dalam skripsi 

nantinya, dibutuhkan sistematika pembahasan yang merupakan penjelasan 

terhadap bab-bab yang disajikan dalam skripsi.Berikut dijelaskan satu persatu. 

Bab I    Pendahuluan 

 
Bahasan terdiri dari: Latar masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian. 

Bab II Uraian Teoritis 

Kerangka konsepsi, membahas tentang: Anak, anak terlantar, 

kekerasan terhadap anak, peraturan perundang-undagan terhadap 

perlindungan anak. 

Bab III Metode Penelitian 

 
Bahasan terdiri dari : jenis penelitian, kerangka konsep, definisi 

konsep, kategorisasi penelitian, informan dan narasumber, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan lokasi 

penelitian. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Membahas mengenai hasil penelitian dan hasil 

pembahasanpenelitian. 

 

Bab V 
 

Penutup 

 

Bahasan terdiri dari kesimpulan dan saran-saran 



 

 

BAB II 

URAIAN TEORITIS 

 

2.1. Pengertian Anak 

 
Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan anak secara umum sebagai 

keturunan kedua, juga diartikan sebagai manusia yang masih kecil sedangkan kata 

anak-anak diartikan dengan “kecil” yakni belum dewasa. Tidak dijelaskan secara 

batasan anak dari segi umur atau usia. Sebagai manusia muda, baik jiwa dan juga 

raganya, serta muda pengalaman hidupnya, sehinga mudah terpengaruh. Masih 

dikutip oleh Sukadi, dkk., dari tulisan Kartono (1981), anak aalah manusia normal 

yang masih menentukan identitasnya. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

memberikan batasan rentang batas usia yang disebut dengan anak, yakni anak- 

anak adalah yang belum sampai usia 18 (delapan belas) tahun. Perlindungan 

Anak memberikan batasan rentang batas usia yang disebut dengan anak, yakni 

anak- anak adalah yang belum sampai usia 18 (delapan belas) tahun. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, memberikan rincian lebih jelas mengenai rentang usia anak-anak, yakni 

seseorang yang sudah menginjak umur 12 (dua belas) tahun, tapi belum sampai 

usia 18. 

2.2. Anak Terlantar 

Hanna Ufila (2019) menuliskan, anak terlantar adalah anak yang rentang 

usia 5-18 yang mengalami kondisi terlantar. Banyak penyebab anak terlantar, 

mulai dari kemiskinan, orangtua yang sakit, wali pengasuh meninggal dunia, 
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tidak harmonisnya anggota keluarga, tidak ada pengasuh, sehingga disebabkan 

itu semua atau sebagiannya menyebabkan anak menjadi terlantar dan tidak 

terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial secara wajar. 

Perbedaan anak jalanan dengan anak terlantar sesuai dengan pengistilahan 

yang diberikan oleh UNICEF.Anak jalanan disebut dengan (children on the 

street), sedangkan anak terlantar disebut dengan istilah (children of the 

street).Dijelaskannya, kalau anak jalanan (children on the street) masih terdapat 

hubungan yang kuat antara anak dengan orangtuanya, sedangkan anak jalanan 

(children of the street) sebaliknya, hubungan dengan keluarga atau orangtuanya 

sudah jarang atau dapat dikatakan sudah tidak ada lagi. 

Penelantaran terhadap anak merupakan tindakan yang dilarang dan 

merupakan kejahatan. Rosyadi mengutip Pasal 76 B UndangUndang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak dicantumkan “Setiap orang dilarang menempatkan, 

membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi dan 

perlakuan salah dan penelantaran”, maka diancam hukuman sesuai dengan yang 

terdapat dalam Pasal 77 B yakni “setiap orang yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 B, dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00,- (seratus 

juta rupiah)”. 

2.3. Kekerasan terhadap Anak 

 
Luhulima (2007), menjelaskan beberapa cakupan dari masing-masing 

tindakan  kekerasan  terhadap  anak.Kekerasan  fisik  mencakup,  menampar, 
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mencekik, dan lainnya.Kekerasan psikologis, mulai dari berterikan, mengancam, 

menyumpah, melecehkan dan masih banyak lagi.Kekerasan seksual, yakni 

menyentuk, mencium, memaksa hubungan seks.Kekerasan finansial, mengambil 

barang, menahan, dan tidak memberikan kebutuhan anak dari segi 

finansial.Kekerasan spritual, dari segi merendahkan keyakinan anak atau korban, 

memaksa korban anak untuk mempraktikakn ritual atau keyakinan. 

Kekerasan terhadap anak dijelskan oleh Hasanah paling banyak dilakukan 

oleh lingkungan keluarga sendiri, terutama anak yang masih dalam usia 3-6 

tahun. Tidak tanggung-tanggung kekerasan terhadap anak dari lingkungan 

keluarga sendiri hingga mencapai 80 %, kemudian 10 % nya dilakukan di 

lingkungan pendidikan, sedangkan sisa yang lainnya yakni 10 % kekerasan 

anak-anak dari orang yang tak dikenal. 

Khusus kekerasan terhadap anak yang dilakukan di lingkungan keluarga 

(domestic violence), Hasanah mengutip Candrakirana (2005), kekerasan dalam 

rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kesengsaraan atau 

penderitaan, baik fisik, seksual, psikologis, penelantara, begitu juga 

pengancaman yang efeknya adalah kesengraan terhadap orang lain, termasuk 

dalam hal ini anak- anak. Carwoto (2000) menjelaskan, dimaksudkan tindak 

kekerasan terhadap anak berupa pemaksaan, baik dari sisi seksual, psikologis, 

fisik serta ekonomi. 

2.4. Peraturan Perundang-Undangan terhadap Perlindungan Anak 

 
Khusus payung hukum terhadap perlindungan anak di antaranya terdapat 

dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan selain fakir miskin, anak 
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terlantar juga menjadi tanggung jawab negara, sebab itulah pemerintah tidak boleh 

abai dalam memberikan perlindungan agar anak-anak tidak menjadi pribadi yang 

terlantar, dan disebabkan anak terlantar inilah masalah sosial khusus yang terjadi 

pada anak menjadi permasalahan yang kian hari kian memprihatinkan, baik itu 

dikarenakan adanya kenakalan anak dan remaja, anak-anak putus sekolah, anak- 

anak dieksploitasi dalam mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi, dan masih 

banyak yang lainnya lagi. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 22 

mengamanatkan, baik negara, pemerintah, dan juga pemerintah daerah mesti 

bertangung jawab dalam memberikan dukungan, baik itu sarana dan 

prasarananya, adanya dukungan ketersediaan sumber daya manusia dan juga 

untuk melakukan penyelenggaraan terhadap anak. 

Pasal 23 ada 2 ayat, ayat (1) menerangkan, adanya tanggung jawab negara, 

pemerintah, dan pemerintah daerah dalam menjamin, memperhatikan, dan 

memelihara kesejahteraan anak dengan cara memperhatikan hak dan kewajiban 

orangtua, wali, atau siapapun yang secara hukum bertanggung jawab terhadap 

anak. Ayat (2) dilanjutkan, negara, pemerintah dan pemerintah daerah 

melakukan pengawasan dalam penyelenggaran perlindungan anak. Terhadap 

hak-hak anak tercantum dalam Pasal 6, dan Pasal 9 Undang- Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak.Pasal 6 ditegaskan, anak berhak beribadah sesuai 

agama  yang  dianutnya,  juga  berfikir,  berekspresi  sesuai  dengan  tingkat 
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kecerdasan usianya, tentunya itu semua dalam bimbingan orangtua atau 

walinya.Pasal 9 dicantumkan beberapa hal yang menjadi hak anak, ayat (1) hak 

anak terkait dengan memperoleh pendidikan serta pengajaran untuk 

pengembangan bakat dan kecerdasannya sesuai dengan bakat dan juga minat 

anak. Ayat (2) anak mempunyai hak dilindungi, baik ketika berada di instansi 

sekolah, dari kejahatan seksual dan kekerasan yang mungkin dilakukan 

pendidik, dari anak sekelasnya, dan pihak yang lain. 

Terhadap adanya tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah 

daerah terhadap anak, dicantumkan dalam Pasal 21 UndangUndang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak. Ayat (3) diterangkan adanya kewjiban pemerintah 

dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan 

perlindungan anak.Ayat (5) diantara bentuk penyelenggaran perlindungan 

terhadap anak, pemerintah daerah dapat mewujudkan kabupaten/kota layak 

anak.Baik negara, pemerintah, pemerintah daerah, orangtua maupun masyarakat 

adalah pengemban dalam memberikan perlindungan terhadap anak, baik 

perlindungan dari penelantaran juga perlindungan dari tindakan kekerasan yang 

dapat terjadi. 

2.5. Anggapan Dasar 

 
Adapun anggapan dasar dalam penelitian ini yaitu Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dianggap memiliki strategi 

sangat penting dalam memberantas tingkat anak terlantar dan kekerasan pada 

anak di Kabupaten Batu Bara. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

 
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yakni suatu penelitian 

yang menjelaskan dan menganalisis suatu permasalahan dengan uraian kalimat 

tanpa penggunaan rumus tertentu dalam mengolah data hasil penelitian (Basrowi 

dan Suwandi: 2012, 228) (Heru Basuki: 2016, 86). Penelitian kualitatif dijelskan 

oleh B. Matthwe Miles dan Huberman sebagai suatu penelitian dalam rangka 

melihat suatu permasalahan secara fakta yang ada di lapangan atau tempat yang 

diteliti (B. Matthwe Miles dan Huberman: 2014: 80-81). 

Dimaksudkan dengan penelitian lapangan dalam penelitian ini adalah di 

Kabupaten Batu Bara, dengan melihat fakta yang tampak di lapangan, baik dari 

segi penelantaran anak dan juga kekerasan anak yang ada di Kabupaten Batu 

Bara. Tidak saja sampai di situ, dilihat juga Peran Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanggulangan anak terlantar dan 

kekerasan pada anak di Kabupaten Batu Bara. 

3.2. Kerangka Konsep 

 
Kerangka konsep adalah suatu gambaran tentang hubungan atau kaitan 

antara konsep-konsep yang akan diamati melalui suatu penelitian. Kerangka 

konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti di bawah ini. 
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Peran 

Penanggulangan 

Anak Terlantar 

Kekerasan Pada 
Anak 

 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3. 1 

Kerangka Konsep 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3.3. Definisi Konsep 

 
Adapun beberapa konsep dalam penelitian ini yang menjadi definis konsep 

adalah : 

a. Peran 

 
Peran adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh terget ( 

kuantitas, kualitas dan waktu ) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana 

target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Dengan demikian, suatu usaha 

atau kegiatan dikatakan peran apabila tujuan atau sasaran dapat dicapai sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan dapat memberikan manfaat 

yang nyata sesuai dengan kebutuhan. 

 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kabupaten Batu Bara 
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b. Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

 

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. Dinas sosial yang menjadi lokasi penelitian peneliti yaitu Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Batu Bara yang 

terletak di Dusun V Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu 

Bara dan bersebelahan dengan Kantor Dinas Pendidikan kabupaten Batu Bara. 

c. Penanggulangan 

 

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, 

mengahadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan 

sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan 

bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya 

penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif. Dapat 

disimpulkan bahwa penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

proses, cara, perbuatan atau upaya yang dilakukan di dalam meminimalisir 

pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dengan mengkaitkannya 

dengan ilmu kriminologi. 

d. Anak Terlantar 

 
Anak terlantar adalah anak yang rentang usia 5-18 yang mengalami 

kondisi terlantar. Banyak penyebab anak terlantar, mulai dari kemiskinan, 

orangtua yang sakit, wali pengasuh meninggal dunia, tidak harmonisnya anggota 
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keluarga, tidak ada pengasuh, sehingga disebabkan itu semua atau sebagiannya 

menyebabkan anak menjadi terlantar dan tidak terpenuhi kebutuhan jasmani, 

rohani dan sosial secara wajar (Hanna Ufilla, 2019). 

e. Kekerasan Terhadap Anak 

 
Hasyim Hasanah (2013), menjelaskan beberapa cakupan dari masing- 

masing tindakan kekerasan terhadap anak. Kekerasan fisik mencakup, 

menampar, mencekik, dan lainnya.Kekerasan psikologis, mulai dari berterikan, 

mengancam, menyumpah, melecehkan dan masih banyak lagi.Kekerasan 

seksual, yakni menyentuk, mencium, memaksa hubungan seks.Kekerasan 

finansial, mengambil barang, menahan, dan tidak memberikan kebutuhan anak 

dari segi finansial.Kekerasan spritual, dari segi merendahkan keyakinan anak 

atau korban, memaksa korban anak untuk mempraktikakn ritual atau 

keyakinan.Carwoto (2000) menjelaskan, dimaksudkan tindak kekerasan 

terhadap anak berupa pemaksaan, baik dari sisi seksual, psikologis, fisik serta 

ekonomi. 

3.4. Kategorisasi Penelitian 

 
Kategorisasi merupakan penyusunan berdasarkan kategori pengelolaan 

dan proses dari hasil pengelompokkan unsur bahasa dan bagian pengalaman 

manusia yang digambarkan ke dalam kategori. 

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. 1 

Kategorisasi Penelitian 

No Konsep Inventaris  Kategorisasi 

1. Peran Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

a. 

b. 

Sosialisasi 

Pembinaan 

2. Penanggulangan Anak Terlantar 

Dan Kekerasan Pada Anak 

a. Pengurangan jumlah 

anak terlantar 

  
b. Pengurangan jumlah 

kekerasan pada anak 

Sumber: Hasil olahan data (2024) 

 
 

3.5. Informan 

 
Subjek penelitian terdiri dari 2 (dua) klasifikasi, klasifikasi pertama 

adalah pejabat atau pegawai yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.Klasifikasi yang kedua 

adalah anakanak terlantar dan anak-anak yang mendapat tindak kekerasan yang 

berada di Kabupaten Batu Bara. 

1. Pejabat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Batu Bara. 

Terdapat nama-nama dari subjek (informan) dari Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara 

beserta jabatan masing-masing, sebagai berikut. 
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Tabel 3. 2 Subjek Penelitian Dinas Sosial, PPPA di Kabupaten Batu Bara 

 

No Nama Jabatan 

1 Khadijah, S. St,. M.Kes Kepala bidang perlindungan anak 

2 Syufri, M.A.P. Kepala Bidang 

Pemberdayaan Perempuan 

3 Evi Rita Uly Manurung, 

S.Kep. Ners 

Kabid reshos, linjasos 

Sumber: Hasil olahan data (2024) 

 
 

2. Masyarakat Kabupaten Batu Bara 

 

Anak-anak terlantar dan anak-anak yang mendapat tindak kekerasan yang 

berada di Kabupaten Batu Bara. 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

 
Peter Mahmud Merzuki (2015), menjelaskan terdapat berbagai cara dari 

pengumpulan data bahan penelitian, mulai dari observasi, angket, wawancara, 

dan dokumen. Penelitian ini menggunkan 3 (tiga) cara pengumpulan data yang 

dipilih, pertama observasi, kedua wawancara dan ketiga dokumen, di bawah ini 

dijelaskan satu persatu. 

a. Observasi 

 
Observasi merupakan tindakan penelitian dengan mendatangi tempat 

dan subjek penelitian secara langsung, Arikunto melengkapi dalam 

melakukan observasi mempunyai standar yang tinggi, sedangkan 

Subagyo menambahkan observasi harus sistematis dan mempunyai 
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prosedur agar penelitian menjadi baik.Observasi dalam penelitian ini 

mendatangi secara langsung tempat penelitian dan subjek 

penelitian.Pertama mendatangi langsung tempat penelitian dan subjek 

penelitian dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara. Alamat kantor Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu 

Bara, Jalan Besar Perupuk Dusun V Desa Perupuk, Kecamatan Lima 

Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Observasi 

berikutnya adalah mendatangi anak-anak terlantar dan kekerasan pada 

anak yang berada di sekitaran kantor dinas sosial. 

b. Wawancara 

 
Hadari Nawawi (2014), menyebutkan wawancara merupakan suatu 

tindakan dalam penelitian yang di dalamnya terdapat tanya jawab 

dengan lisan. Moeleong memberikan istilah pihak yang melakukan 

wawancara, pewawancara adalah interviewer, sedangkan terwawancara 

adalah interviewee.Terdapat banyak model dalam melakukan 

wawancara, model wawancara yang dipilih dalam penelitian ini 

nantinya adalah model wawancara semistructured intervieew yakni 

wawancara semiterstruktur, dengan menyiapkan pertanyaan wawancara, 

dan dibolehkan menambahkan pertanyaan lainnya sesuai dengan yang 

dibutuhkan. 

c. Dokumentasi 
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Terdapat dua macam dokumen yang dimaksudkan dalam penelitian 

ini, pertama adalah dokumen yang didapatkan dari Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara 

terkait dengan penelantaran anak dan kekerasan terhadap anak, sedangkan 

dokumen yang lainnya dimkasudkan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi sewaktu melakukan observasi dan wawancara, berupa foto 

peneliti dengan informan atau di tempat penelitian yang dilakukan. 

3.7. Teknis Analisis Data 

 
Basrowi dan Suwandi menjelaskan, dalam melakukan teknik analisis data 

penelitian, maka paling tidak dapat melakukan 3 (tiga) tahapan analisis, pertama 

reduksi data (data reduction), kedua penyajian data (data display), dan terakhir 

seorang penelitian melakukan penarikan kesimpulan (conclusion). 

 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

 
Reduksi data adalah tahapan penganalisaan data dengan memilah data, 

sehingga diketahuilah data primer, skunder dan tersier dalam suatu 

penelitian.Pentingnya dalam pemilahan data ini, agar tujuan utama 

penelitian yang menjawab rumusan masalah dapat dijawab sesuai dengan 

data yang dikumpulkan. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

 
Penyajian data adalah langkah kedua penganalisaan data.Penyajian data 

dapat berupa bagan, tabel, atau lainnya.Dikarenakan penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif, maka sajian datanya berupa narasi atau alur kalimat 

tanpa menggunakan rumus, dan ini berbeda dengan penelitian kuantitatif 
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tentunya.Tujuannya penyajian data dapat mempermudah pemahaman dari 

data yang diteliti.Pada sajian data inilah seorang peneliti dapat mengetahui, 

apakah data penelitian telah komplit atau tidak, seandainya belum lengkap 

maka dibutuhkan penelitian lanjutan, agar data yang dikumpulkan benar- 

benar dapat menjawab masalah dalam penelitian ini. 

c. Kesimpulan (Conclusion) 

 
Langkah berikutnya dalam penganalisaan data adaah penarikan 

kesimpulan.Penarikan kesimpulan diprioritaskan dapat menjawab rumusan 

masalah, dan kedua benar-benar memudahkan bagi pembaca dan khususnya 

bagi peneliti itu sendiri terhadap hasil penelitian yang telah didapatkan. 

Meskipun begitu, suatu hasil penelitian tidak dapat dikatakan final, karena 

masih memungkinkan bagi peneliti lainnya untuk menganalisis dan meneliti 

dan bisa saja hasil penelitiannya berbeda, dan ini tidak menjadi masalah, 

karena perbedaan hasil penelitian dapat dikarenakan banyak hal, misalnya saja 

adanya perbedaan tempat, perbedaan informan, perbedaan objek yang diteliti 

dan fokus penelitian, dan masih banyak yang lainnya lagi. 

3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian 

 
 

a. Waktu Penelitian 

 
Penelitian ini dilakukan dari bulan Januari 2024 hingga bulan Agustus 

Tahun 2024. 

 

b. Lokasi Penelitian 
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Tempat penelitian terdiri dari 2 (dua) kategori, kategori pertama adalah 

Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak.Kategori yang kedua adalah mendatangi anak-anak terlantar dan 

kekerasan pada anak yang berada di sekitaran kantor Dinas Sosial. 



 

 

BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

 
Pada bab ini akan disajikan data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan 

metode yang penulis gunakan yaitu metode kualitatif dengan teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Menganalisis data adalah suatu upaya 

mengelompokkan data menjadi suatu bagian-bagian tertentu berdasarkan 

kategorisasi yang sudah ditentukan, sehingga memudahkan dalam proses 

verifikasi data, analisis data, serta penarikan kesimpulan dari hasil penelitian data 

berdasarkan kategorisasi. 

4.1.1. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian 

 

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. Dinas sosial yang menjadi lokasi penelitian peneliti yaitu Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kab Batu Bara yang terletak di 

Dusun V Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara dan 

bersebelahan dengan Kantor Dinas Pendidikan kabupaten Batu Bara. Kantor 

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bara 

dipimpin oleh Bapak Nur Rahman, S.Sos, MM. 

Kepala dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial, 
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pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan sesuai 

dengan wewenang yang dimiliki oleh daerah. 

Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki 

visi menjadikan masyarakat kabupaten batu bara masyarakat industri yang 

sejahtera, mandiri dan berbudaya. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak mempunyai tugas, yaitu menyelenggarakan urusan di bidang kualitas hidup 

perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan 

anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, dan bidang rehabilitasi 

dan perlindungan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial dan penanganan fakir 

miskin. 

Berikut struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara : 

 

Gambar 4. 1 

Struktur organisasi Dinas Sosial, PPPA di Kabupaten Batu Bara 

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara 
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Visi-misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Batu Bara. 

a) Visi menjadikan masyarakat Kabupaten Batu Bara masyarakat industri 

yang sejahtera, mandiri dan berbudaya 

b) Misi 

 
1) Meningkatkan pelayanan aparatur pemerintah atas pelayanan publik dan 

investasi 

2) Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana 

pendukung pertumbuhan industri dan perekonomian masyarakat 

3) Mewujudkan masyarakat yang produktif, inovatif dan berbudaya 

 

4) Mewujudkan industri berbasis sumber daya unggulan Kabupaten Batu 

Bara 

 

5) Meningkatkan pemasaran hasil industri, pertanian dan perikanan secara 

meluas memanfaatkan teknologi berkembang 

6) Meningkatkan kolaborasi industri, lembaga pendidikan dan pemerintah 

Kabupaten Batu Bara 

 

7) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan spritual masyarakat 

 

8) Meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam 

pembangunan Kabupaten Batu Bara 
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c) Tujuan 

 

1) Meningkatkan perlindungan sosial penyandang masalah kesejahteraan 

sosail (PMKS) 

2) Terciptanya reformasi birokrasi 

 

3) Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak 

 

d) Moto. Menolong orang untuk dapat menolong dirinya sendiri. 

 

4.1.2. Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak dalam Penanggulangan Anak Terlantar 

 

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Batu Bara memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan 

anak terlantar. Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu fokus utama dinas 

ini karena perempuan sering kali menjadi tumpuan utama dalam pengasuhan 

anak. Dengan memberdayakan perempuan, dinas sosial berusaha menghindari 

situasi yang dapat mengarah pada anak terlantar, seperti kemiskinan, kekerasan 

dalam rumah tangga, dan ketidakmampuan ekonomi. Program-program 

pemberdayaan ini meliputi pelatihan keterampilan, dukungan usaha kecil, serta 

peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi perempuan. 

Melakukan kampanye dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

tentang pentingnya melindungi anak dari ketelantaran. Mereka bertanggung jawab 

dalam memberdayakan perempuan untuk menghindari keadaan yang mengarah 

pada anak terlantar serta melindungi anak-anak yang berisiko atau sudah terlantar. 

Ini  melibatkan  pendekatan  holistik  termasuk  pelayanan  sosial  pendidikan 
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kesehatan dan bantuan hukum untuk memastikan anak-anak mendapatkan 

perlindungan dan kesempatan yang layak untuk tumbuh kembang. Melalui kerja 

sama dengan berbagai pihak terkait mereka berupaya untuk mengurangi jumlah 

anak terlantar dan meningkatkan kualitas kehidupan anak-anak Indonesia. 

 

Selain itu, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Batu Bara juga memiliki tanggung jawab langsung terhadap anak-anak 

yang sudah terlantar atau berisiko tinggi menjadi terlantar. Ini mencakup 

identifikasi awal kasus-kasus anak terlantar, intervensi cepat, dan penyediaan 

layanan sosial yang komprehensif. Layanan tersebut meliputi tempat 

penampungan sementara, konseling psikologis, pendidikan, serta program 

kesehatan. Mereka juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, baik 

pemerintah maupun non-pemerintah, untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut 

mendapatkan perlindungan dan bantuan yang mereka butuhkan. Di bidang 

kesehatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

menyediakan layanan kesehatan dasar, imunisasi dan pemeriksaan rutin untuk 

anak-anak terlantar. Mereka juga mengadakan kampanye kesehatan untuk 

meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan anak di komunitas yang 

rentan. 

 

“Dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memilki 

berbagai program untuk mengurangi dampak penanggulangan anak 

terlantar seperti program pengasuhan alternatif layanan rehabilitasi social 

program pendidikan dan pelatihan keterampilan. Selain itu kami juga 

bekerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi non-pemerintah 

untuk memberikan bantuan dan dukungan yang lebih.” (hasil wawancara 

dengan ibu khadijah S.St., M.Kes kepala bidang perlindungan anak pada 

hari selasa 23 juli 2024). 



30 
 

 

 

 

 

 

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa dinas sosial memiliki beberapa 

program untuk dapat mengurangi jumah anak terlantar yang ada di Kabupaten 

Batu Bara. 

 

Selain itu, bantuan hukum juga merupakan salah satu aspek penting dari 

perlindungan anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Mereka menyediakan 

bantuan hukum bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus hukum, baik sebagai 

korban maupun pelaku, untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi. 

Pendekatan holistik yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak dalam penanggulangan anak terlantar menunjukkan 

komitmen mereka untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung 

bagi anak-anak. Dengan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan 

perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan bantuan hukum yang layak, mereka 

berusaha memberikan kesempatan yang lebih baik bagi anak-anak untuk tumbuh 

kembang dan mencapai potensi penuh meraka. 

 

“Kami terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap anak-anak yang 

sudah mendapatan bantuan. Kami juga memberikan program 

pemberdayaan ekonomi bagi keluarga meraka untuk memastikan 

kestabilan ekonomi.” (hasil wawancara bersama ibu Khadijah, S.St., 

M.Kes. Kepala Bidang Perlindungan Anak pada hari Selasa 23 Juli 2024). 
 

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa dinas sosial, pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak masih melakukan pemantaun terhadap anak- 

anak yang sudah mendapatkan bantuan akibat dari ketelantaran tersebut. 

 

“Saya merasa bersyukur dengan adanya dinas sosial yang membantu kami 

menyelesaikan permasalahan yang kami hadapi, tidak cepat menyerah dan 

harus bisa merasakan pendidikan karena di bantu pihak dinas sosial,” 

(Rasid umur 17 tahun yang mengalami ketelantaran). 
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4.1.3. Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak dalam menanggulangi tindak Kekerasan Pada Anak 

 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki 

peran yang sangat penting dalam menanggulangi tindak kekerasan pada anak. 

Peran ini melibatkan berbagai langkah strategis dan operasional yang dirancang 

untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan memastikan mereka dapat 

tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Dinas Sosial 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tanggung jawab 

untuk memantau dan mengawasi lingkungan tempat anak-anak berada, seperti 

sekolah, panti asuhan, dan lingkungan masyarakat. Pemantauan ini bertujuan 

untuk mendeteksi adanya potensi kekerasan atau situasi yang dapat 

membahayakan anak. Dinas ini juga mengembangkan sistem pelaporan dan 

pengaduan yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan. 

 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berfokus 

pada upaya pencegahan dengan melakukan berbagai program edukasi dan 

sosialisasi kepada masyarakat. Ini mencakup penyuluhan mengenai bahaya 

kekerasan terhadap anak, teknik-teknik pencegahan, dan bagaimana cara 

melaporkan kasus kekerasan. Program pencegahan juga dapat melibatkan 

pelatihan bagi orang tua, guru, dan masyarakat umum mengenai cara mendeteksi 

tanda-tanda kekerasan serta cara melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan. 
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“Kekerasan pada anak sering kali terjadi di lingkungan keluarga, yang 

membuat penanganannya lebih kompleks. Kami menekankan perlunya 

program pendidikan dan penyuluhan yang menyasar orang tua dan 

keluarga untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak.” (hasil 

wawancara dari ibu Evi Rita Uly Manurung, S.Kep. Ners kabid 

reshos,linjasos pada hari senin 27 mei 2024). 
 

Dari pernyataan di atas kekerasan anak sering terjadi di lingkungan keluarga, di 

karenakan anak kurang nya mendapatkan kasih sayang dari orang tua. 

 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja 

sama dengan berbagai lembaga lain, termasuk kepolisian, lembaga pendidikan, 

rumah sakit, dan organisasi non-pemerintah, untuk menangani kasus kekerasan 

terhadap anak secara efektif. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa 

setiap aspek dari kasus kekerasan, dari penyelidikan hingga dukungan rehabilitasi, 

ditangani dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan korban. Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melibatkan upaya untuk 

mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang mendukung hak-hak 

anak dan perlindungan dari kekerasan. Dinas ini bekerja untuk meningkatkan 

kesadaran di tingkat pemerintah dan masyarakat mengenai pentingnya 

perlindungan anak serta mendukung inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi 

keekrasan terhadap anak. 

 

“Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

melakukan sosialisasi ke desa-desa, ke sekolah melalui komunitas gendre 

dan forum anak dalam menyampaikan sosialisasi tentang anak, anak 

terlantar dan kekerasan pada anak, dan kami juga ikut turun ke lapangan 

mennjumpai anak yang mengalami tindak kekerasan.” (hasil wawancara 

dari bapak Syufri, M.A.P selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan 

pada hari Rabu 24 Juli 2024). 
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Dari pernyataan di atas bahwa dinas sosial pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak ikut berpartisipasi dalam mencegah tindak kekerasan yang 

terjadi, salah satu nya dengan cara mensosialisasikan cara mencengah tindak 

kekerasan datang ke sekolah-sekolah dan ke desa-desa melalui forum anak. 

 

“Saya merasa sangat takut awalnya saat saya mengalami tindak kekerasan, 

tapi sekarang saya belajar untuk mengatasi ketakutan itu dan mencoba 

untuk kuat karena di bantu dinas sosial.” (ical umur 17 tahun yang 

mengalami tindak kekerasan). 

 

Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan 

konseling dan pendampingan, menyediakan layanan konseling bagi anak-anak 

yang menjadi korban kekerasan untuk membantu meraka mengatasi trauma dan 

memulihkan diri. 

 

4.2.Pembahasan 

 
Dalam mengatasi masalah anak terlantar dan kekerasan seksual terhadap 

anak, peran lembaga pemerintah sangatlah penting karena masalah ini merupakan 

masalah yang selalu meningkat dari tahun ke tahun di setiap daerah di Indonesia, 

salah satunya Kabupaten Batu Bara. 

Adapun penyebab anak-anak terlantar di karenakan keluarga yang broken 

home, kemiskinan yang terjadi dalam keluarga, mempunyai wali atau 

saudarasaudara tapi tidak tidak mau merawat si anak, anak tersebut mau 

mengeksplor diri (bebas tanpa aturan dari keluarga), tidak harmonis nya anggota 
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keluarga, dan tidak terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang 

wajar. 

Upaya pencegahan merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk 

menghimbau kepada masyarakat akan terjadinya kekerasan terhadap anak dan 

penelantaran anak. Upaya pencegahan ini harus dilakukan secara intensif agar 

dapat mengontrol terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak. Jika 

himbauan dapat dilakukan sejak dini maka, pemerintah dan masyarakat dapat 

mengetahui mengenai apa yang akan dikerjakan secara efektif dan merata. 

Peranan Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

dalam melaksanakan perannya dilakukan dengan cara menghimbau 

masyarakat guna untuk meningkatkan kesadaran bagi penyelenggara 

pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan perempuan dan 

anak. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak Kabupaten Batu Bara : 

1) Sosialisasi 

 
Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

perlindungan anak. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak yaitu ditingkat Desa, 

Kecamatan, Kabupaten dan ke sekolah-sekolahan.Dengan adanya 

sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada 

masyarakat agar dapat melakukan pencegahan sejak dini. 

 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

melakukan sosialisasi ke Desa-Desa, ke sekolah melalui komunitas 
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Gendre dan Forum Anak dalam menyampaikan sosialisasi tentang anak, 

anak terlantar dan kekerasan anak. Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak juga ikut turun ke lapangan 

menjumpai anak-anak yang terlantar. Gendre dan Forum Anak juga 

merupakan bagian dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak di Kabupaten Batu Bara. 

2) Memberikan Pendidikan dan menyebarluaskan informasi 

 
Pendidikan dan penyebarluasan informasi tentang perlindungan 

perempuan dan anak, kegiatan ini dilakukan dengan membuat seminar 

disela-sela kegiatan sosialisasi serta menyebarkan brosur agar masyarakat 

tahu jika terjadi tindak kekerasan tersebut dapat segara dilaporkan kepada 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

kabupaten Batu Bara. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat maka 

memberikan pendidikan harus lebih ditingkatkan lagi, pendidikan tentang 

menjaga dan melindungi dari tindakan kriminal. Masyarakat harus 

memahami akan hal tersebut, baik pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi dan bagaimana mengatasi jika terjadi tindak kekerasan pada 

perempuan dan anak. Dalam memberikan pengetahuan berupa pendidikan 

dibutuhkan sumberdaya manusia yang kompeten dibidangnya agar proses 

penyaluran pendidikan dapat dengan mudah dipahami oleh semua 

kalangan masyarakat. 

3) Kerjasama dengan lintas sektor 
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Kerjasama dilakukan dengan berbagai lintas sektor yang terkait seperti 

LSM, Kepolisian dan Rumah Sakit setempat.Dalam menjalankan 

perannya perlu adanya koordinasi dengan pihak-pihak yang 

terkait.Dengan kerjasama yang terjalin selama ini masih perlu adanya 

perbaikan terutama dalam melakukan penanganan kekerasan terhadap 

perempuan dan anak. Dengan banyaknya kasus yang terjadi dan 

banyaknya kasus yang harus ditangani oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan rapat koordinasi dengan 

lembaga-lembaga terkait agar penanganan dapat dilakukan. 

Adanya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

sangat berarti bagi masyarakat terutama perempuan dan anak karena dengan 

adanya dinas tersebut akan memberikan pelayanan dan kepercayaan bagi 

masyarakat atas penanganan kasus kekerasan dan penelantaran anak serta 

himbauan-himbuan yang diberikan oleh Dinas sosial kepada masyarakat untuk 

lebih berhati-hati. Adapun upaya penanganan yang dilakukan oleh Dinas 

sosial PPPA kabupaten Batu Bara adalah : 

1) Penanganan penerimaan pengaduan dan dan pelaporan 

 
Dalam proses penanganan penerimaan pengaduan dan pelaporan korban 

kekerasan anak harus melewati beberapa prosedur. 

2) Penanganan pendampingan pada korban kekerasan 

 
Penanganan pendampingan pada korban kekerasan adalah proses 

memberikan dukungan emosional, psikologis, dan praktis kepada korban 

untuk membantu mereka pulih dan mendaptkan keadilan. Pendampingan ini 
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bisa meliputi penyediaan perlindungan fisik, bantuan hukum, konseling 

psikologis, serta informasi tentang hak-hak korban dan proses hukum yang 

relevan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan korban mendapatkan 

perlindungan serta mendukung mereka dalam proses pemulihan dari trauma 

yang mereka alami. 

 

 

3) Melakukan pendataan anak terlantar dan kekerasan pada anak 

 
Pendataan merupakan prosesn pengumpulan data atau pencarian 

data.Pendataan dilakukakan untuk menghimpun berbagai informasi yang 

berkaitan dengan masalah anak terlantar yang ahrus mendapatkan 

perlindungan. Dimana data dan infromasi perlindungan anak adalah satu 

rangkaian proses rutin yang terintegrasi untuk pengumpulan, analisa dan 

interprestasi data dalam perencanaan, pelaksanaan dan enaluasi program 

perlindungan anak. 

4) Memberikan pelayanan sosial anak terlantar serta menitipakan anat 

terlantar ke LKSA (lembaga kesejahateraan sosial anak) 

Pelayanan sosial adalah proses kegiatan yang teratur untuk membantu 

individu, kelompok dan masyarakat guna meniadakan atau meringankan 

masalah sosial/rintangan yang dialaminya, sehingga ia mampu menolong 

dirinya sendiri dan ikut berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. 

5) Melakukan pendampingan sosial anak terlantar 

 

Pendampingan sosial di artikan sebagai salah satu proses menjalin relasi 

sosial  antara  lembaga  pelaksana/pengelola,  masyarakat  sekitar  dan 
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peserta/sasaran pelayanan di dalam upaya memecahkan permasalahan, 

mendukung, dan mendayagunakan berbagai sumber serta potensi yanga 

ada dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup serta meningkatkan 

aksebilitas anggota masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan 

kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Pendampingan sosial 

dibutuhkan oleh anak terlantar karena meskipun anak terlantar telah 

dititipkan ke LKSA, pendampingan tetap sangat berguna untuk 

mendukung dan mengawasi atau mementau sesuai tidaknya bentuk-bentuk 

pelayanan yang diberikan LKSA terhadap anak tersebut. Pendampingan 

pada prinsipnya untuk pemberdayaan anak terlantar dan lembaga yang 

terkait. 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Batu Bara memiliki program pemberdayaan meliputi 

pelatihan keterampilan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan 

kesehatan bagi perempuan. 

2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Batu Bara melakukan sosialisasi dan penyuluhan ke desa- 

desa melalui komunitas gendre dan forum anak. 

3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Batu Bara menyediakan layanan kesehatan dasar, imunisasi 

dan pemeriksaan rutin untuk anak-anak terlantar. 

4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Batu Bara memantau dan mengawasi lingkungan tempat 

anak-anak berada. 

5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Batu Bara bekerja sama dengan lembaga lain, termasuk 

kepolisian, lembaga pendidikan, rumah sakit dan non-pemerintah 

untuk menangani kasus kekerasan. 
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5.2. Saran 

 
Berdasarkan pembahasan dan penarikan simpulan maka beberapa saran 

adalah sebagai berikut : 

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Batu Bara harus melakukan sosialisasi secara berkala tentang 

hak-hak anak dan cara melaporkan kekerasan terhadap anak keada pihak 

berwenang. 

2. Dukung program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas 

keluarga dalam mendidik dan melindungi anak-anak secara efektif. 

3. Pastikan akses mudah dan merata terhadap layanan kesehatan, pendidikan, 

dan sosial bagi anak-anak korban kekerasan dan terlantar. 

4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur terhadap program- 

program yang ada untuk memastikan bahwa mereka harus efektif dalam 

mencapai tujuan perlindungan anak. 

5. Adanya evaluasi terhadap peraturan dan kebijakan yang ada untuk 

memastikan bahwa mereka cukup kuat dan efektif dalam melindungi hak- 

hak anak dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan pada 

anak. 
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